
BUPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SEI.ATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TANA TORA"'A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA.IA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d
angfta 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, tetah ditetapkan Pembentukan, Susunan dan Tipe
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tana Torqja;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Ta.l.un 2O14 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerin.rlan
Daerah- (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2++, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesian
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
perribahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6- Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tenlang Administrasi
Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2O16 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupa.ten Tana Torqia Nomor 1O Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Tor4ia.

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORA",A TEI'ITANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA
DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
TANA TORA"'4.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Torqja sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana
Toraja yang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
Pekeg'aan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Tana Toraja;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Fekerjaan Umum dan Fenataan Ruang
Kabupaten Tana Torqia;

7. Ttrgas adalah lkhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
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8. Fungsi adalah peke{aan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok;

9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakanupaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan;

10. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Pekefaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tora-ia;

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tana Toraja, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

l Subbagian Program dan Evaluasi;

2. Subbagian Umum;

3. Subbagian Kepegawaian.

c. Bidang Bina Marga terdiri dari :

l. Seksi Perencanaan Teknis;

2. Seksi Pembangunan jalan dan jembatan;

3. Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;

2. Seksi Irigasi dan Air Baku;
3. Seksi Sungai dan Waduk.

e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :

l. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;

2. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
f. Bidang Bina Telorik dan Jasa Konstruksi terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan SDM;

2. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;

3. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan.
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g. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU terdiri dari :

1. Seksi Kebersihan;

2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;

3. Seksi Penerangan Jalan Umum.

h. Bidang Peralatan dan Perbengkelan terdiri dari:

1. Seksi Kendaraan / Alat Berat;

2. Seksi Operasi;

3. Seksi Perbengkelan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB tV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Dinas Pekedaan umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Umsan
Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yElng menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Dinas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan perumusan Ttrgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelalsanaan tugas;

e. menJrusun r€rncangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

f. mengikuti raPat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Bina Marga, bidang
Pengembangan Sumber daya Air, bidang Tata Ruang, bidang Bina Teknik dan
Jasa Konstruksi, bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU, bidang Peralatan
dan Perbengkelan;

h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan bidang Bina Marga,
bidang Pengembangan Sumber daya Air, bidang Tata Ruang, bidang Bina
Teknik dall Jasa Konstruksi, bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU,
bidang Peralatan dan Perbengkelan;
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i. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang Bina Marga,
bidang Pengembangal Sumber daya Air. bidang Tata Ruang, bidang Bina
Tekni[ dan Jasa Konstruksi, bidang Kebersihan, Pertamanan dan PJU,

bidang Peralatan dan Perbengkelan;

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga
" p.-.tit t I- non kementerian, dan lelr;.baga lainnya dal-am rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ;

k. melaksanakan tugas pembinaan disipilin Aparatur Sipil Negara lingkup
dinas;

l. menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;

m. men1rusun laporan hasil petaksanaan rugas Kepala Dinas dan memberikan
saran pertimbangan kepaia atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)Kepala Dinas

mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urus€rn pemerintahan bidanga,

b

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. pembinaan / penyuluhan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang; dan:

e.pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehBupatiterkaittugasdan
fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

tugas;

b. mendistribusikan dan
berjalan lancar;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

dan mengevaluasi
untuk mengetahui

pelayanan umum bidang

pelaksanaan tugas da-lam
perkembangan Pelaksanaan

dan

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang membantu
' ' *.pd; Dinas dalam melaksanakan k pelayanan

teknis dan administrasi penyusunan an umum'

kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas'

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;

a.men]rusunrencanakegiatanSekretariatsebagaipedomandalampelaksanaan

c memantau,
lingkungan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengawasl
Sekretariat
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f. mengoordinasikan peraksanaan kegiatan dalam ringkungan Dinas sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelak-sanaL tugas;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program dan Evaluasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dan perigelolaan administasi
keuangan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan perayanan ketatausahaan;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumahtangga Dinas;
j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminstrasi keuangan ;
k. melaksanakan dan mengoordinasikan adminstrasi pengadaan, pemeliharaan

dan penghapusan barang;

1. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas s6bage ima14 dimaksud pada ayat (l), Sekretaris

mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan program kegiatan subbagian program dan
evaluasi, umum dan kepegawaian;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan program kegiatan subbagian program dan
evaluasi, umum dan kepegawaian;

c. pemberian dukungan atas pelaksanaan program kegiatan subbagian program
dan evaluasi, umum dan kepegawaian;

d. pembinaan pelaksanaan tugas subbagian program dan Evaluasi, umum dan
kepegawaian;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan, menghimpun,
mengelola dan melalsanakan penyusunan Program Kegiatan Subbagian program
dan Evaluasi di lingkungan dinas.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian program dan Evaluasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan subbagian program dan Evaluasi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan . dan melakukan penJrusunan

perencanaan Program kegiatan dan evaluasi;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program kegiatan dan

evaluasi kinerja;

h. men5rusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian program dan Evaluasi
dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya-

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas
membantu Sekretaris merumuskan dan menyiapkan bahan pen5rusunan
Program Kegiatan Urusan umum, keuangan, lingkup Dinas.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut ;

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Umum 5slagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /ata:u menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pengklasifrkasian surat menurut jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan
keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan
penghapusan barang

j. menyiapkan bal.an dan menJrusun daltar 'tllventarrs barang serta menJrusun
laporan barang inventaris;

k. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah
tangga dinas;

l. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data
dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

m. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara
bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
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n. melakukan urusan akuntansi, verifikasi kelengkapan administrasi penata

usahaan keuangan Dinas;

o. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan dan pelaporan

keuangan;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggararu

q. melakukan koordinasi dengan instasi terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

r. men]rusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

s. meninglcatkan kompetensi dan pestasi keda;

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai
tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan
melaksanakan administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;

g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

i. menyiaplcan ba.l.an, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

j. melakukan koordinasi dengan instasi terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

k. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian kepegawaian
serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestas kerja; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 9

(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas' 
membantu Kepala Dinas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan peke{aan dan pengawasan pemanfaatan jalan
dan jembatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rerrcarra progam kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

a

c. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

e. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis seksi perencanaan teknis,
seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan jalan dan
jembatan;

f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis seksi
perenc€rnaan teknis, seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi
pemeliharaan jalan dan jembatan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan bidang Bina Marga;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas
bidang Bina Marga;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangfu pelaksanaan tugas;

j. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Bina Marga dan
memberikan saran I rtimbangan kepada atasar sebagai ba]ran perumusan
kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;

b. pelaksanaan kebdakan teknis bidang bina marga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga;

d. pelaksanaan administrasi bidang bina marga;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya.

memantau, mengawasi dan mengevaluasi
lingkungan Bidang Bina Marga untuk
pelaksanaan tugas;

pela-ksanaan
mengetahui

tugas dalam
perkembangan
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Pasal lO

(1) Seksi Perencanaan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala seksi mempunyai
tugas membantu kepala bidang mempersiapkan bahan pen]rusunan kebliakan
teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Perencanaan Teknis.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menlrusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
befalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan Teknis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis seksi Perencanaan
Teknis;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Perencanaan Teknis;

h. melakukan pembinaan dan pelayanan umum kegiatan Seksi Perencanaan
Teknis;

i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan Seksi Perencanaan Teknis;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan pen5rusunan kebijakan
teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalsanaa tugas dalam
lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatal;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

h. melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnJra dalam rangka pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelalsanaan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu kepala bidang melakukan penJrusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi
pemeliharaan jalan dan jembatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegjatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tuga.s sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

d. menyusun r€rncangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan; dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebaga.i bahan perumusan kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.
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Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
Pasal 13

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan dan pengolahan
sumber daya air.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya air sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksanaan tugas sehingga
bef alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas bidang
pengembangan sumber daya air;

d. menyusun r€rncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan operasi
pemeliharaan, irigasi dan air baku, sungai dan waduk;

g. mengoordinasikan penyelenggarakan kebijakan teknis perencanaan dan
operasi pemeliharaan, irigasi dan air baku, sungai dan waduk;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Bidang Pengembangan sumber daya air;

i. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas
bidang pengembangan sumber daya air;

j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegtratan bidang pengembangan sumber daya air;

k. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan
sumber daya air;

l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

m. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber
daya air dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusErn kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang
mempunyai fungsi :

a. p€rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya air;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya air;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang pengembangan sumber daya
air;

d. pelaksanaan administrasi Bidang pengembangan sumber daya air;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang mempersiapkan bahan
pen5rusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
program kegiatan Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan
operasi pemeliharaan Infrastrulrtur sumber daya air dan sumber daya air
lainnya;;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan progrzrm
kegiatan Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangfua kelancaran
pelalsanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Perencanaan dan Operasi
Pemeliharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(l) Seksi Irigasi dan Air Baku dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
membantu Kepala bidang mempersiapkan bahan penyu.sunan kebijakan teknis,
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Irigasi dan Air Baku.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Irigasi dan Air Baku sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistrilLlsikan dan memberi petunjuk pelalsanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas Seksi Irigasi dan
Air Baku;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Irigasi dan Air Baku;
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Bagian Kelima

Bidang Tata Ruang

Pasal 17

(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan,
pengawasan dan pelaksanaan kebijakan operasional Bidang Tata Ruang.

(2) Rincian tugas sebasaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana kegiatan bidang Tata Ruang sebagai pedoman dalam
pe laksanaan tuga.s;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga bedalan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Tata
Ruang;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebiiakan teknis perencanaan penataan
ruang, pengaturan dan pembinaal, pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan **g;

g. membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan
perencanaan penataan ruang, pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan -rng;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelengaraal program dan
kegiatan bidang Tata Ruang ;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangfu kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Tata Ruang dan memberi- 
sarzur pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

(3) Daram melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang Tata Ruang;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan kebdakan teknis bidang Tata'
Ruang;

c. pembinaan dan pelaksanaa-n tugas bidang Tata Ruang;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Tata
Ruang;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
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Pasd 18

(1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebiiakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Perencanaan Penataan Ruang.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men)rusun rencana kegiatan Seksi Perencanaal Penataan Ruang seb,gri
pedoman dalam pelaksaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Seksi
Perencanaan Penataan Ruang;

d. menyusun rancErngan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Perencanaan Penataan Ruang;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Perencanaan Penataan Ruang;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Penataan Ruang;

i. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program Seksi Perencanaan
Fenataan Ruang;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menSrsun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Penataan
Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebljakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan seb^gei

pedoman dalam pelaksaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksalaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi
Pengaturan dan Pembinaan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengz.turan dan Pembinaan
dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi dan peningkatan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnJra.

Pasal 2O

(1) Seksi Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan
penJrusunan kebljakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
program kegiatan Seksi Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun renc€rna kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

g. menyusun rekomendasi penerbitan ijin mendirikan Bangunan (IMB);

h. melaksanakan penertiban dalam pemanfaatan ruang;

i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan Seksi Pengawasan dan pengendalian Pemanfaataa Ruang;

j. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;

k. melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan
pengendalian Pemanfaatan Ruang;

l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

m. menJrusun laporarr hasil pelaksanaan tugas Seksi Fengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan keb[iakan;
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n. meningkatkan kompetensi dan prestasi keq'a; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Pasa-l 2 I

(1) Bidang Bina Teknik Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Bina Teknik dan Jasa
Konstruksi.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Bina
Teknik dan Jasa Konstruksi;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidalg tugasnnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan SDM,
Pengaturan dan Pemberdayaan, Pengendalian Mutu dan Pengawasan;

g. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis
pembinaan SDM, Pengaturan dan Pemberdayaan, Pengendalian Mutu dan
Pengawasan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;

i. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

j, melakukan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Teknik dan
Jasa Konstruksi;

k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan fugas;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Bina Teknik dan Jasa
Konstruksi da.I1 memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

m. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang bina teknik dan jasa konstruksi;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina teknik dan jasa konstruksi ;
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c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Bina Teknik Dan Jasa
Konstruksi;

d. pelaksanaan administrasi bidang bina teknik dan jasa konstruksi;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepa-la Seksi
mempunyai tugas membantu kepala bidang mempersiapkan bahan pen]rusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. men]rusun rencana program kegiatan seksi Pembinaan sumber Daya
Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naska-l. dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

mengoordinasikar dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi

Pembinaan Sumber Daya Manusia;

melatsanalan monitoring dan eva-luasi tethadap peld<sanaan program dan
kegiatan Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;

memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

men]rusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Sumber Daya

Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

mempuny"i trg"" membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penJrusunan

kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program

kegiatan Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. menjrusun rencana program kegiatan seksi Pengaturan dan Pemberdayaan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

e
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c. memantau, mengav/asi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi
Pengaturan dan Pemberdayaan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dart/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pengaturan dan Pemberdayaan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pengaturan dan- 
Pem-berdayaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan;

k. meningkatJ<aa kompetensi dan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebljakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melalsanakan program
kegiatan Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men]rusun rencana program kegiatan Seksi Pengendalian Mutu dan
Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawal.an dalam
pelalsanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
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j. menyusun laporan hasit pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu dan- 
Pengawasan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Bagran Ketujuh

Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 25

(1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dal Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh
seorErng Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kebersihan,
Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencana program kegiatan bidang Kebersihan, Pertamanan dan
Penerangaa Jalan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang
Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun ranc€rngan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kebersihan,
pertamanan dan pemakam an, Wneranganjalan umum;

g. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum;

h. melakukan monitoring darr evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan seksi kebersihan, pertamanan dan pemakaman, penerangan jalan
umum;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Kebersihan, Pertamanan
dan Penerangan Jalan Umum dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Kebersihan, Pertamanan
dan Penerangan Jalan Umum;
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b. perumusan kebijakan teknis bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan

JalanUmum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebersihan, Pertamanan dan
Penerangan Jalan Umum;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang
Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

(1) Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis,
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Kebersihan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana program kegiatan seksi kebersihan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
befalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi
Kebersihan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Kebersihan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Kebersihan;

h. melalrukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kebersihan dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebljakan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas membantu Kepala bidang mempersiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Pertamanan dan Pemakaman

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusLln renczrna kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pertamanan
dan Pemakaman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pertamanan dan Pemakaman;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas seksi
Pertamanan dan Pemakaman;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Pertamanan dan Pemakaman;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pertamanan dan
Pemakaman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebiiakan;

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi krerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai
tugas membantu kepala bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Penerangan Jalan Umum.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menJrusun rencElna kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi
berjalan lancar;

petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Penerangan Jalan Umum;

d. menyusun ranc€rngan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Penerangan Jalan Umum;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas seksi
Penerangan Jalan Umum;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Penerangan Jalan Umum;
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melakukankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangkakelancaran
pelaksanaan tugas;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan

kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum ;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

men5rusun laporan hasil pelaksanlan hlgas Seksi Penerangan Jalan Umum

dan-memberisaranpertimbangankepadaatasansebagaibahanperumusan
kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi keda; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Bagran KedelaPan

Bidang Peralatan Dan Perbengkelan.

Pasal 29

(1) Bidang Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang kepala bidang' ' 
mempunyai tugas membantu kepala Dinas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis bidang peralatan dan perbengkelan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan bidang peralatan dan perbengkelan sebagai
pedoman dalam pelaksanaantugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjafan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang
peralatan dan perbengkelan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis kendaraan/Alat Berat,
Operasi dan perbengkelan;

g. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis
kendaraan/Alat Berat, Operasi dan Perbengkelan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan bidang peralatan dan perbengkelan;

i. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan ddam
pelaksanaan tugas bidang peralatan dan perbengkelan;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

I

J

k.

I
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k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang peralatan dan

perbengkelan dan memberi saLran pertimban[an kepada atasan sebagai

t.h"t P".o*rsan kebijakan; dan

l.melaksanakantugaskedinasanlainyangdiberikanolehatasansesuai
bidang tugasnya;

(3) Daram melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang memPunYai fungsi :

a. pefl,tmusan kebijakan teknis bidang Peralatan dan Perbeng!<elan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peralatan dan perbengkelan;

c.pelaksanaanevaluasidanpelaporanbidangperalatandanperbengkelan

d. pelaksanaan administrasi bidang peralatan dan perbengkelan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

Pasal 3O

(1) Seksi Kendaraan/Alat Berat dipimpin oleh seorang Kepala seksi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan pnogram dan kegiatan
Seksi Kendaraan/ Alat Berat.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut :

a. men1rusun rencana kegiatan Seksi Kendaraan/Alat Berat sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi
berjalan lancar;

petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kendaraan/Alat Berat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. mengoordinasikan dan melaksanakan pen5rusunan norrna, pedoman dan
standar teknis pengoperasian kendaraan;

g. menyiapkan data untuk bahan pelaksanaan pengelolaan, pengoperasian
kendaraan;

h. melakukan
kendaraan;

survey kebutuhan untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan

i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan Seksi Kendaraan;

j. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Kendaraan/Alat Berat;

k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;



-26-

l.menyu'sunlaporanhasilpelaksanaantugasseksiKendaraan/AlatBeratdan
*"mb..i saran pertimbangan kepac a atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 31

(1) Seksi Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang mempersiapkan bahan pen1rusunan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Operasi.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a menyusun rlencana
pelaksanaan tugas;

kegiatan Seksi Operasi sebagai pedoman dalam

b. mendistribusikan dan
berjalan lancar;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Operasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi
Operasi;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan pengendalian dan pengoperasian alat berat ;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian pengoperasian alat berat;

i. melaksanakan pengawasan teknis kegiatan perbaikan dan pemeliharaan alat
berat;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s seksi Operasi dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebdakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Seksi Perbengkelan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Perbengkelan.
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(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbengkelan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

a. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi kendaraan, alat berat dan perbengkelan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

c. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

e. melaksanakan penJrusunan norna, pedoman dan standar teknis
perbengkelan;

f. menilai dan meneliti terhadap kondisi kendaraan dan alat berat serta
peralatan lainnya;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas kegiatan
Seksi perbengkelan;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi perbengkelan;

i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaral
pelaksaaaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi perbengkelan dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

(1) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip, hierarki, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan
efisiensi.
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Pasal 34

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas wajib
mematuhi arahan pimpinan serta menyampaikan laporan secara berkala
dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat wakhr kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan
tekrris.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
dalam lingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya melakul<an pengawasan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi
secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
dalam lingkungan dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instandsi pemerintah / swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinefa dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja, lstap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilantiknya pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. pejabat strukhrral pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor I Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor lO
Tahun 2oo8 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran
tahun 2O16 sampai dengan berakhirnya Tahun 2O16 berdasarkan
ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

c. Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan peraturan Bupati ini
dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2O
Tahun 2OO9 tentang Rincian T\rgas Pokok dan Fungsi jabatan Strukhrral pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja (berita daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2OO9 Nomor 2O), Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2OO9
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Strulrhrral pada Dinas
Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja (berita daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2O09 Nomor 21), dan Peraturan Bupati Tana Tora-ia Nomor 42 Tahun
2OO9 tentang Rincian Ttrgas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor
Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan
Umum (KP4) Kabupaten Tana Toraja (berita daerah Kabupaten Tana Torqia Tahun
2OO9 Nomor 42), dicabut dan dinyatalcan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pilgtapkan di Makale
pada tanggal 3 De: e, it: er. 2i 1 5

BUPATI TANA TORA"'A,

CODEMUS B NGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal B Derember 2116

Pth KABUPATEN TANA TORA"IA,

NUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANATORAJA TAHUN 20T6 NOMOR 43
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